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 Tingginya angka kriminalitas di kalangan pelajar dan masyarakat di wilayah 

Magelang mendorong perlunya pendekatan preventif dalam membangun kesadaran 

hukum. Program Bambang Solah (Balai Pemasyarakatan Sambang Desa lan Sekolah) 

yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang merupakan inovasi 

pelayanan publik yang bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum melalui 

penyuluhan di sekolah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai 

kualitas pelayanan program Bambang Solah serta mengidentifikasi faktor pendukung 

dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif 

dengan teknik wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, serta 

dianalisis menggunakan pendekatan SERVQUAL. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelayanan Bambang Solah dinilai baik pada aspek keandalan (penyampaian 

materi yang berulang dan kontekstual), daya tanggap (adaptasi metode dengan 

karakter peserta), jaminan (kompetensi dan kredibilitas penyuluh), serta empati 

(kedekatan emosional dengan peserta). Namun masih ditemukan kendala seperti 

keterbatasan anggaran operasional, Faktor pendukung meliputi pendekatan 

komunikatif serta dukungan struktural dari Bapas. Simpulan dari penelitian ini 

menegaskan bahwa Bambang Solah merupakan program strategis dalam membangun 

kesadaran hukum yang partisipatif dan edukatif.  

 
ABSTRACT 
The high rate of criminality among students and the community in the Magelang area 

encourages the need for a preventive approach in building legal awareness. The 

Bambang Solah Program (Balai Pemasyarakatan Sambang Desa lan Sekolah) 

implemented by the Class II Correctional Center of Magelang is a public service 

innovation aimed at fostering legal awareness through outreach in schools and the 

community. This study aims to assess the service quality of the Bambang Solah 

program as well as to identify supporting and inhibiting factors in its implementation. 

The study uses a qualitative method with semi-structured interview techniques, 

observation, and documentation, and is analyzed using the SERVQUAL approach. 

The results of the study show that the Bambang Solah service is considered good in 

the aspects of reliability (repetitive and contextual material delivery), responsiveness 

(method adaptation to participant characteristics), assurance (competence and 

credibility of the facilitators), and empathy (emotional closeness with participants). 

However, there are still obstacles such as limited operational budget. Supporting 

factors include a communicative approach and structural support from the 

Correctional Center. The conclusion of this study affirms that Bambang Solah is a 

strategic program in building participatory and educational legal awareness. 
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PENDAHULUAN 
Fenomena kriminalitas di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang semakin tinggi, kondisi 

tersebut tidak hanya sebagai pola linier sederhana tetapi juga sebagai sistem dinamis yang memiliki dampak 

mendalam pada berbagai aspek kehidupan sosial (Soraya et al., 2024). Fenomena ini menciptakan 

lingkungan sosial yang tidak aman, menimbulkan ketegangan psikologis, dan merusak mekanisme 

kepercayaan antarwarga sehingga menghasilkan dampak destruktif yang melumpuhkan struktur kehidupan 

bermasyarakat (Ginting et al., 2023). Kriminalitas saat ini telah berkembang menjadi sistem yang 

mengintegrasi berbagai dimensi kerentanan sosial, mulai dari aspek ekonomi, keamanan, hingga budaya di 

masyarakat (Soraya et al., 2024). Masyarakat dihadapkan pada situasi yang membutuhkan pendekatan 
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komprehensif untuk mengatasi akar permasalahan terhadap kejahatan yang semakin sistemik dan dinamis. 

Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka kriminalitas di Kabupaten Magelang 

Tabel 1. 1 Angka Kejahatan Kabupaten Magelang 

 
Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2024) 

Data indeks kejahatan di Kabupaten Magelang yang menunjukkan peningkatan dari 258 kasus pada 

tahun 2020 menjadi 337 kasus pada tahun 2023 mengindikasikan adanya tren kenaikan kejahatan yang 

perlu mendapat perhatian serius. Pengawasan penuh pada desa dan sekolah sebagai lingkungan pembentuk 

masyarakat dan siswa dalam mencegah munculnya tindak kriminalitas. Dalam menghadapi situasi ini, Balai 

Pemasyarakatan (Bapas) berperan strategis bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 

Penyuluhan hukum sangat penting sebagai langkah preventif guna mengedukasi masyarakat agar 

memahami hak dan kewajibannya serta mencegah keterlibatan dalam tindakan melanggar hukum (Widati, 

2023). Pendekatan preventif dan partisipatif yang diterapkan oleh Bapas Kelas II Magelang membantu 

membangun kesadaran kolektif pentingnya perilaku tertib hukum, terutama di kalangan generasi muda, 

sehingga mampu menekan potensi tindak pidana melalui inovasi pelayanan penyuluhan kesadaran hukum 

’Bambang Solah’.  

Program Bambang Solah (Balai Pemasyarakatan Sambang Desa Lan Sekolah) merupakan inovasi 

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Magelang yang dirancang untuk mengatasi persoalan kenakalan 

remaja di sekolah maupun lingkungan masyarakat melalui pendekatan preventif dan edukatif berbasis 

kesadaran hukum. Bentuk penyuluhan ini sebagai langkah lanjutan program reintegrasi sosial (Ningtyas et 

al., 2023). Program Bambang Solah memiliki filosofi perubahan perilaku yang tercermin dalam namanya. 

Kata "Bambang" yang merujuk pada identitas kuat dan daya tahan, serta "Solah" yang bermakna gerakan 

perubahan. Program ini dijalankan oleh lima tim yang masing-masing terdiri dari empat pembimbing 

kemasyarakatan terlatih. Program ini diluncurkan pada tahun 2022 sebagai respons terhadap peningkatan 

tawuran antarsekolah. Salah satu respon tersebut menanggapi kasus pada tanggal 3 Maret 2022 terkait 

adanya tawuran pelajar SMA Mungkid dengan Kelompok Salaman of Strong gabungan pelajar dari daerah 

Salaman (Arif, 2022).  

Program penyuluhan hukum didukung juga oleh penelitian Andraini (2023) sebagai langkah 

penataan ulang paradigma berpikir masyarakat tentang ketertiban sosial dan kesadaran individual dalam 

mewujudkan ketaatan hukum. Oleh karena itu, urgensi artikel ini terletak pada pentingnya menghadirkan 

model penyuluhan hukum yang inovatif, terukur, dan adaptif seperti program Bambang Solah untuk 

menanggulangi meningkatnya kriminalitas serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelajar dan 

masyarakat Kabupaten Magelang. 

 

METODE PELAKSANAAN  
Metode penyuluhan hukum yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif 

berbasis masyarakat. Pendekatan ini menempatkan peserta bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai 

subjek aktif dalam proses pembelajaran hukum. Metode ini menggabungkan edukasi hukum dengan dialog 

interaktif yang membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial terhadap norma dan peraturan 

hukum yang berlaku. Metode ini sejalan dengan prinsip community-based legal education, di mana proses 

penyuluhan tidak hanya bertujuan mentransfer informasi hukum secara satu arah, melainkan mendorong 

pemahaman kontekstual yang melibatkan pengalaman peserta (Iriawan et al., 2024).  
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Penyuluhan hukum dilaksanakan di dua lokasi yaitu SMAN 4 Magelang dan Desa Blondo. Subjek 

penelitian ini adalah siswa-siswi SMAN 4 Magelang kelas X sebanyak 324 siswa dan guru pendamping, 

serta tokoh masyarakat dan perangkat desa Blondo. 

Adapun kegiatan Penyuluhan Hukum Bambang Solah adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan Kegiatan (Pra-Penyuluhan) 

Tahap ini dimulai dengan pemetaan wilayah dan identifikasi lokasi sasaran penyuluhan, seperti sekolah 

dan desa yang memiliki potensi atau riwayat kasus kenakalan remaja, kekerasan, atau pelanggaran 

hukum lainnya. Tim penyuluh melakukan survei lapangan, menyusun materi yang sesuai dengan 

karakteristik peserta, serta menyiapkan perlengkapan teknis penyuluhan. 

2. Koordinasi dan Izin Pelaksanaan 

Sebelum pelaksanaan, tim penyuluh melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti kepala sekolah, 

perangkat desa, tokoh masyarakat, dan institusi pendukung lainnya. Tahap ini juga mencakup 

permohonan izin resmi pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian waktu agar tidak mengganggu kegiatan 

belajar-mengajar atau agenda desa. 

3. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum 

Tahapan inti kegiatan dilaksanakan secara langsung di lokasi sasaran, baik di ruang kelas, aula sekolah, 

maupun balai desa. Metode penyuluhan dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi kelompok, 

tanya jawab, dan pemutaran video edukatif. 

4. Evaluasi dan Dokumentasi 

Setelah penyuluhan, dilakukan evaluasi partisipatif dengan mengumpulkan umpan balik dari peserta 

dan pihak penyelenggara di lapangan. Evaluasi ini mencakup efektivitas materi, pemahaman peserta, 

serta saran pengembangan kegiatan selanjutnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kesadaran hukum adalah tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang 

berlaku (Hafy et al., 2025). Penyuluhan kesadaran hukum merupakan upaya untuk meningkatkan 

pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku (H. Irawan, 2023). Kegiatan 

ini bertujuan untuk mentransfer pengetahuan hukum kepada masyarakat agar mereka mengerti, 

menghormati, dan melaksanakan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Heriyanto et al., 2024). Agar 

penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pelibatan penyuluh 

hukum yang kompeten, didukung sarana dan fasilitas yang memadai, serta partisipasi aktif dari masyarakat 

(Heriyanto et al., 2024).  

Indikator orang yang sadar hukum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif (Sobari, 

2022). Dimensi kognitif mengacu pada pengetahuan seseorang tentang aturan hukum yang mengatur 

perilaku tertentu, baik yang dilarang maupun yang diperintahkan. Sementara itu, dimensi afektif merujuk 

pada keinsyafan individu untuk mentaati hukum berdasarkan keyakinan bahwa apa yang ia ketahui 

merupakan sesuatu yang benar dan sudah seharusnya dipatuhi (Syuhada, 2020). Penelitian (Iriawan et al., 

2024) menyatakan bahwa kesadaran hukum dapat diukur melalui penanaman budaya hukum di masyarakat. 

Kesediaan warga dalam menaati hukum tanpa paksa merupakan bentuk realisasi kesadaran hukum yang 

sesuai dalam membentuk ketaatan hukum sebagai warga negara yang bertanggungjawab secara sosial 

(Syuhada, 2020). Adapun penyuluhan hukum dilaksanakan di dua lokasi yaitu SMAN 4 Magelang dan 

Desa Blondo. 

 

Gambar 3.1 Penyuluhan Hukum di SMAN 4 Magelang 
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SMAN 4 Magelang dipilih karena tercatat memiliki beberapa kasus keterlibatan siswa dalam 

perilaku menyimpang bahkan dua diantaranya pernah terjerat kasus tawuran dan menjalani pidana. SMAN 

4 Magelang menjadi contoh sekolah yang representatif untuk menilai sejauh mana kualitas pelayanan 

program Bambang Solah mampu menjawab kebutuhan aktual di lingkungan pendidikan, khususnya dalam 

membangun pemahaman hukum yang partisipatif dan aplikatif di kalangan pelajar sebagai sekolah pusat 

di Magelang. 

SMA Negeri 4 Magelang merupakan sekolah menengah atas negeri yang terletak di Jalan 

Panembahan Senopati No. 42/47, Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota 

Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan data per April 2025, jumlah civitas akademika terdiri dari 79 

pendidik dan tenaga kependidikan, serta 953 siswa, yang terdiri dari 391 siswa laki-laki dan 562 siswa 

perempuan. Sekolah ini menjadi salah satu mitra Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang dalam 

pelaksanaan penyuluhan hukum Bambang Solah karena pernah terdapat kasus siswa yang terjerat pidana 

dan dinilai membutuhkan penguatan kesadaran hukum. 

Pada tanggal 23 Juli 2024, SMAN 4 Magelang menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum 

dengan tema "Bullying" yang disampaikan oleh penyuluh hukum dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 

II Magelang. Kegiatan yang berlangsung selama 2 jam ini diselenggarakan dalam rangka Masa Pengenalan 

Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk siswa kelas 10, dengan total peserta sebanyak 324 siswa yang 

merupakan seluruh siswa kelas 10 di sekolah tersebut. Penyuluhan hukum di SMAN 4 Magelang dengan 

tema bullying dalam program Bambang Solah dilaksanakan secara sistematis melalui empat tahapan utama. 

Pada tahap perencanaan, tim penyuluh melakukan survei awal ke sekolah untuk pemetaan kebutuhan materi 

dan kondisi sosial peserta didik, yang dipimpin oleh Bapak Harum Erlangga, S.H., M.H. dan Bapak Arif 

Dwi Riyanto, S.Pt. Setelah pemetaan selesai, dilakukan koordinasi teknis dengan pihak sekolah untuk 

menetapkan jadwal dan persiapan teknis. Kegiatan inti penyuluhan berlangsung di aula sekolah, dibuka 

dengan sesi ice breaking yang dipandu oleh Latifah Mufidaningrum, S.Psi., guna mencairkan suasana dan 

membangun keterlibatan aktif peserta. Materi utama mengenai bentuk, dampak, dan sanksi hukum terkait 

bullying disampaikan secara bergantian oleh penyuluh hukum Dewi Sukmaningsih, A.Md.IP., S.Sos. dan 

Mutiyono, yang keduanya menjelaskan dengan pendekatan komunikatif dan disesuaikan dengan karakter 

remaja. Kegiatan dilengkapi dengan diskusi, tanya jawab, serta pemutaran video edukatif seputar bullying 

dan perlindungan anak. Setelah penyuluhan, dilakukan evaluasi partisipatif bersama guru pendamping dan 

perwakilan siswa, serta dokumentasi kegiatan untuk mendukung pelaporan dan pengembangan program. 

 

Gambar 3.2 Penyuluhan Hukum di Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang 

Sementara itu, Desa Blondo dipilih karena terdapat setidaknya 10 warga dari desa tersebut yang 

terjerat pidana dan termasuk wilayah dengan kasus kriminalitas tertinggi di Kabupaten Magelang. Faktor 

demografis kedua lokasi dengan tingginya populasi remaja dan kedekatan geografis dengan lembaga 

pendidikan menjadikan keduanya sebagai target prioritas untuk intervensi preventif melalui Program 

Bambang Solah sebagai upaya memutus mata rantai kriminalitas remaja dan masyarakat di wilayah 

Magelang. Program Bambang Solah sebagai program yang mengubah persepsi masyarakat dari sekadar 

pemahaman teoritis menjadi nilai praktis yang terimplementasi secara nyata. 

Desa Blondo merupakan salah satu desa di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa 

Tengah, dengan jumlah penduduk sekitar 5.390 jiwa. Desa ini dikenal sebagai bagian penting dari 

pembentukan Kota Mungkid, yang saat ini berperan sebagai ibu kota Kabupaten Magelang. Secara 
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geografis, Blondo dilalui oleh Jalan Nasional yang menghubungkan Yogyakarta–Semarang dan Jalan 

Soekarno Hatta yang menjadi jalur utama menuju kawasan wisata Candi Borobudur. 

Kegiatan penyuluhan hukum di Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, 

dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 sebagai bagian dari rangkaian program kolaboratif antar-instansi 

yang bertujuan membangun kesadaran hukum di tingkat desa. Penyuluhan ini mengangkat tema 

“Pemahaman Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)” dan diikuti oleh perangkat desa, 

kepala dusun, satuan pengamanan desa, serta tokoh masyarakat yang sebagian besar merupakan ibu-ibu. 

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan survei dan pemetaan sosial oleh penyuluh hukum Mutiyono bersama 

Bagus Priambodo, S.Psi, yang bertugas mengidentifikasi kebutuhan materi sesuai konteks sosial di Desa 

Blondo, termasuk maraknya isu kenakalan remaja dan kekerasan anak. Kegiatan inti dilaksanakan dengan 

metode ceramah oleh penyuluh hukum Mutiyono dari Bapas Kelas II Magelang yang menjelaskan alur 

penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, prinsip perlindungan anak dalam proses peradilan, serta 

peran masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hukum di lingkungan desa. Kegiatan ini turut melibatkan 

perwakilan dari berbagai lembaga seperti Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang, Polresta Magelang, 

Dinas Sosial PPKB PPPA, BNN, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Kota Mungkid, LSM Sahabat Perempuan, 

serta akademisi dan psikolog dari UNIMMA. Penyuluhan berlangsung secara dialogis, dengan peserta aktif 

menyampaikan pertanyaan dan pengalaman terkait penanganan anak bermasalah di lingkungannya. 

Adapun kualitas penyuluhan dikaji melalui teori SERVQUAL sebagai berikut: 

Keandalan merujuk pada kemampuan penyedia layanan untuk memberikan pelayanan secara akurat, 

konsisten, solutif, dan sesuai prosedur (Parasuraman et al., 1988). Penyuluhan dilaksanakan melalui 

prosedur resmi yang dimulai dari pengajuan surat permohonan oleh sekolah atau desa, ditindaklanjuti oleh 

Bapas dengan pembentukan tim, pembagian tugas, briefing, dan survei awal untuk penyesuaian materi 

berdasarkan jenjang pendidikan, usia, dan kondisi sosial peserta, yang kemudian disampaikan oleh 

penyuluh kompeten dengan metode interaktif dan peran yang fleksibel sesuai kebutuhan berdasarkan 

jenjang pendidikan, usia peserta, dan isu-isu aktual di lingkungan mereka, penyesuaian dilakukan agar 

materi mudah dipahami, mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK, serta relevan dengan jenis kejahatan 

yang dominan di daerah setempat, meskipun aspek evaluasi dan tindak lanjut belum optimal karena belum 

terdokumentasi dalam SOP, namun telah muncul inisiatif lanjutan dari sekolah berupa rencana 

pembentukan “Duta Bapas” dan dari desa melalui relawan hukum serta sosialisasi rutin kepada pemilik 

kos. Metode tersebut sesuai dengan konsep performance needs dalam model Kano yang disebut Matzler & 

Hinterhuber (1996) dalam (Mauidzoh & Rengganis, 2020) yaitu tingkat kepuasan pelanggan berhubungan 

linier dengan kinerja atribut (penyuluh hukum), sehingga kinerja atribut yang tinggi akan mengakibatkan 

tingginya kepuasan pelanggan pula. Pendekatan serupa digunakan oleh tim pengabdian hukum di Bekasi 

yang memetakan perubahan sikap warga setelah materi penyuluhan yang disesuaikan secara tematik 

tentang lingkungan hidup, dengan hasil bahwa pemahaman meningkat jika materi sesuai dengan realitas 

sehari-hari warga (Tampubolon & Wahyuningtyas, 2023). Hal tersebut juga sejalan dengan edukasi hukum 

masyarakat di Desa Kwarakan bergantung pada data observasi langsung dan wawancara dengan pihak 

berkompeten, memastikan bahwa materi sesuai dengan kebutuhan faktual lokal (Wardani et al., 2023). 

Selain itu, materi hukum yang dibahas oleh (Ardhanariswari, Cahyani, et al., 2023) pun dipilih berdasarkan 

konteks lokal, seperti pengaruh modernisasi terhadap kesadaran hukum warga dan pentingnya memahami 

serta menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari. 

Daya tanggap menjadi indikator yang mencerminkan efisiensi dan kualitas interaksi antara petugas 

dan masyarakat (Parasuraman et al., 1988). Penyuluh secara aktif mengamati kondisi peserta selama 

kegiatan berlangsung. Penyuluh menunjukkan responsivitas tinggi terhadap dinamika peserta dengan 

menyesuaikan metode penyampaian secara langsung berdasarkan ekspresi dan reaksi peserta, seperti 

menyelipkan permainan, icebreaking, yel-yel, atau humor saat suasana mulai pasif, serta membuka ruang 

komunikasi dua arah untuk menjaga keterlibatan aktif, meskipun masih terdapat variasi dalam daya serap 

dan partisipasi peserta yang menuntut strategi tambahan agar daya tanggap layanan menjangkau seluruh 

gaya belajar secara merata. Adaptasi ini dilakukan bukan berdasarkan dugaan, melainkan pengamatan 

langsung terhadap ekspresi peserta. Grönroos (2020) menyatakan bahwa layanan publik yang berkualitas 

mampu mengenali customer expectation yang tidak terucap dari pengguna layanan.  Tindakan adaptif 

tersebut juga sejalan dengan konsep service recovery yang menekankan pentingnya tindakan segera dalam 

mengatasi ketidaksesuaian ekspektasi layanan (Chiu & Lin, 2004). Contohnya pada penelitian oleh 

(Nurrokhman et al., 2024) pada pelayanan Aleenahoz Beauty Jakarta yang menganalisis permasalahan dari 

pelayanan yang lambat lalu diolah melalui perhitungan dengan TRIZ Inventive Principles dan menjabarkan 
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parameter recovey  dari customer service yang diberikan. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa 

yang sesuai dengan usia peserta, simulasi, dan diskusi kasus nyata dapat menumbuhkan rasa hormat peserta 

terhadap hukum dan mendorong partisipasi aktif masyarakat marginal dalam proses hukum. Pendekatan ini 

juga digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum di Desa Embalut tentang bahaya narkotika, bullying dan 

money politic, dengan metode warga mendengar materi juga diberikan kesempatan untuk merespons 

paparan materi tersebut (Ramadhan et al., 2024). Contoh lain dari penelitian oleh (Ardhanariswari, Dwi 

Cahyani, et al., 2023) dengan melaksanakan diksusi permasalahan hukum bersama masyarakat membahas 

pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Jipang, Kecamatan Karangwelas, Kabupaten 

Banyumas. Namun, ketika penyampaian yang terlalu fokus pada pasal-pasal hukum menurunkan minat 

audiens. Penyampaian yang tidak sesuai menurunkan tingkat penerimaan pelayanan dengan memperlebar 

jarak dari harapan dan penerimaan yang diberikan (Mulyani et al., 2021). Kemampuan komunikasi yang 

baik menurunkan resiko kesalahpahaman sebagai cara efektif memberikan pesan yang diberikan dalam 

pelayanan (Naku & Pohan, 2023). Komunikasi Word of Mouth pada penelitian oleh (Haryeni & Yendra, 

2020) menyatakan hasil keterampilan tersebut berpengaruh pada kepuasan sebesar 53,3 persen dan 

pengulangan pelayanan sebesar 41,4 persen di RS Umum Citra Bunda Medical Center Padang. Melalui 

komunikasi Word of Mouth memengaruhi pemahaman audiens secara signifikan (Haryeni & Yendra, 2020). 

Dalam teori SERVQUAL, dimensi jaminan mencakup kemampuan penyedia layanan untuk 

menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman pada pengguna (Parasuraman et al., 1988). Oliver (1980) juga 

menjelaskan bahwa persepsi terhadap jaminan muncul ketika pengalaman pengguna melebihi harapan 

mereka, sehingga menciptakan loyalitas dan keyakinan terhadap layanan. Penyuluh menyampaikan materi 

dengan pendekatan terbuka dan relevan dengan kondisi peserta, tanpa paksaan serta memberi ruang bagi 

peserta untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman pribadi, sementara isi materi berbasis 

pengalaman langsung penyuluh dalam pendampingan kasus sehingga informasi yang disampaikan dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal tersebut juga ditegaskan oleh (Riduansyah, 2020) pada penelitian Klinik 

Mulawarman Health Center Universitas Mulawarman bahwa pelayanan karyawan yang sopan dan ramah 

diterapkan melalui metode partisipatif-dialogis menumbuhkan rasa dihargai pengguna layanan. Pelayanan 

yang ramah juga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap kesadaran hukum penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung hingga 85 persen (Neta et al., 2024). Adapun contoh 

dari penyuluhan yang berdasar hukum seperti pelayanan publik Kemenkumham di Medan oleh 

Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 pada penelitian oleh (Naku & Pohan, 2023) yaitu produk 

turunan dari rencana BPHN Kemenkumham RI Tahun 2022, yang merujuk pada Permenkumham Nomor 

41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, (Hutama & 

Sabijanto, 2023) melaksanakan penelitian kesadaran hukum masyarakat marginal berdasarkan UU Nomor 

16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dilaksanakan di Sukadana, Lampung Timur. Contoh lain juga 

dari Pengabdian Masyarakat di Gunung Pati, Kota Semarang yang menerapkan pengabdian masyarakat 

berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. Hasil penelitian Penyuluhan  Hukum di Kecamatan 

Cempaka Putih oleh (B. Irawan et al., 2024) menyatakan bahwa setelah pelaksanaan pengabdian 

masyarakat ini berhasil meningkat dari 25 persen hingga 80 persen kemampuan masyarakat untuk 

menyelesaikan konflik hukum secara damai melalui pemaparan materi oleh penyuluh yang diikuti dialog 

terbuka secara interaktif antara masyarakat dengan penyuluh. Salah satu bentuk kepercayaan juga adanya 

tindak lanjut dari masyarakat menanggapi situasi hukum yang berlangsung sesuai dengan pelayanan 

penyuluhan (Mutiara et al., 2023). Salah satu contohnya adalah pembentukan mitra PKK Desa Jambanan, 

Sidoharjo, Sragen sebanyak 40 orang sebagai komunitas ibu-ibu yang menggerakkan pemenuhan kriteria 

Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan Peraturan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.03.05.-73 Tahun 

2008, dengan penilaian mencakup pelunasan PBB, usia perkawinan sesuai UU, rendahnya kriminalitas dan 

narkoba, pendidikan minimal SMA, kesadaran lingkungan, serta empat dimensi kesadaran hukum, 

khususnya implementasi hukum yang berbobot 40% (Susanti & Wibowo, 2023). 

Dimensi empati dalam pelayanan publik merujuk pada kemampuan penyedia layanan untuk 

memahami kebutuhan dan perasaan pengguna layanan secara mendalam, serta menunjukkan sikap peduli 

yang nyata (Parasuraman et al., 1988). Penyuluhan hukum dilaksanakan secara swadaya oleh penyuluh 

tanpa dukungan anggaran institusional, dengan tujuan memberikan pelayanan yang merata dan tanpa 

diskriminasi melalui penyampaian materi yang tidak hanya informatif tetapi juga mendorong kesadaran 

hukum dan perubahan sikap, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan seperti kurangnya 

waktu, jumlah peserta yang besar, dan belum adanya evaluasi menyeluruh sehingga efektivitas pelayanan 

belum dapat diukur secara pasti. Target pencapaian kualitas dari pelayanan publik yang baik melalui 
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implementasi good governance menjadikan pelayanan yang transparan dengan kualitas sebaik-baiknya 

dengan biaya seminim-minimnya (Dewi & Suparno, 2022). Pelaksanaa penyuluhan hukum gratis ini pernah 

dilaksanakan juga oleh PLBH Jatramada di berbagai lokasi di Provinsi Banten, seperti Rutan Serang, Rutan 

Pandeglang, Rutan Lebak, dan Rutan Tangerang, serta di sejumlah desa, antara lain Kelurahan Pasuluhan 

dan Pematang di Kecamatan Walantaka, Kota Serang (tahun 2015), Desa Pematang di Kecamatan Kragilan, 

Kabupaten Serang (tahun 2016), Desa Baru di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang (tahun 2017) dan 

di beberapa desa di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2018 dan 2019 dengan pembiayaan operasional yang 

bersumber dari anggaran negara untuk bantuan hukum melalui kuasa pengguna anggaran Kanwil 

Kemenkumham Banten tanpa memungut biaya kepada penerima layanan (Aulawi & Darniasih, 2020). 

Selain di Banten, kebijakan konsultasi hukum dan bantuan hukum gratis diselenggarakan di Desa Cahaya 

Negeri dengan tujuan memberi akses hukum bagi masyarakat kurang mampu (Romanza et al., 2024). 

Contohnya, penyuluhan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Paser Kota Tanah Grogot dengan hasil 

responden yang menyatakan bahwa penyuluhan belum optimal karena yang disampaikan terkesan monoton 

dan membosankan karena penyuluhan hukum dengan bentuk ceramah belum membuat masyarakat tertarik 

(Hikmah, 2023). Penelitian lain di Cempaka Putih ketika dilaksanakan diskusi interaktif dengan memahami 

kebutuhan emosional penerima layanan seperti peyuluhan hukum, penerima layanan merasa tertarik dan 

berpartisipasi aktif (B. Irawan et al., 2024). Program penyuluhan hukum di Tebet melalui konsultasi dan 

penyebaran informasi hukum, mendapat respons positif dari masyarakat, serta berhasil menyelesaikan 

konflik warga (suara burung peliharaan yang mengganggu tetangga) secara damai melalui musyawarah dan 

pendekatan dialogis yang merespon setiap individu (Tiara & Andriani, 2021). Selain itu, tim PKM Bapas 

Kelas II Pekalongan di Desa Mangli, Randudongkal, Pekalongan menjawab pertanyaan masyarakat secara 

indivudal terkait stigma pada mantan narapidana yang masih tinggi di daerah tersebut (Mutiara et al., 2023). 

Hal serupa juga dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Kediri ke tiga sekolah di Kota Kediri dengan mengadakan 

tanya jawab dan kuis tentang hukum secara umum, bahaya narkoba, dan laka lantas dengan ditanggapi 

positif dengan partisipasi anak yang tinggi (Ningtyas et al., 2023). 

Bukti fisik yang memadai dapat meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap mutu pelayanan 

secara keseluruhan (Parasuraman et al., 1988). Penyuluhan didukung oleh penggunaan alat bantu visual 

seperti PowerPoint, video, dan pamflet untuk memudahkan pemahaman peserta, dengan fasilitas seperti 

laptop, proyektor, dan sistem audio yang sebagian besar disediakan oleh sekolah, meskipun efektivitas 

penyampaian materi masih dipengaruhi oleh keterbatasan teknis seperti pelaksanaan di ruang terbuka atau 

jumlah peserta yang besar, sehingga strategi tambahan seperti pemberian doorprize dan pemasangan materi 

visual di lingkungan sekolah dilakukan sebagai bentuk upaya menjaga partisipasi serta tindak lanjut 

kegiatan. Pemanfaatan media visual seperti film pendek, fragmen, dan gambar-gambar dalam penyuluhan 

hukum merupakan metode tidak langsung yang efektif untuk menarik minat masyarakat, mendorong 

partisipasi aktif sebagai subjek, serta mempercepat peningkatan kesadaran hukum secara lebih adaptif dan 

efisien (Hikmah, 2023). Sebagai contoh penerapan media visual, penyuluhan hukum di Cempaka Putih 

menggunakan poster, brosur, dan video pendek yang dirancang relevan dengan kehidupan sehari-hari 

masyarakat setempat dengan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan komunitas hingga 55 persen (B. 

Irawan et al., 2024). Sarana audio juga menjadi perhatian penting, terutama ketika kegiatan dihadiri oleh 

audiens dalam jumlah besar. Permasalahan seperti kekuatan suara dan jangkauan sound system 

diperhatikan, misalnya dengan harapan penggunaan "sound konser" agar penyampaian pesan tidak hanya 

didengar oleh peserta di barisan depan. Support prosess merupakan aktivitas pendukung proses 

penyampaian jasa yang salah satunya yaitu audio support yang terdiri dari speaker dan microphone 

(Pratiwi, 2020). Contohnya, Hasil penelitian di SDN 1 Bangkelekila’, Kecamatan Bangkelekila’, 

menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan melalui media audio visual seluruh siswa kelas IV belum mampu 

melakukan cuci tangan pakai sabun (100%), namun setelah penyuluhan mayoritas siswa (74,2%) mampu 

melakukannya, yang membuktikan adanya perbedaan signifikan serta pengaruh positif dari penggunaan 

media audio visual terhadap peningkatan kemampuan cuci tangan siswa (Algarini Allo et al., 2021). 

Reward memiliki tiga fungsi penting dalam mengajarkan perilaku yang disetujui secara sosial kepada anak, 

yaitu sebagai alat pendidikan, sebagai motivasi untuk mengulangi perilaku yang diharapkan masyarakat, 

dan sebagai penguat perilaku positif tersebut (Haris et al., 2021). Contohnya di Kelompok Bermain Ar-

Rozzaaq Kp. Bojongbenteng menunjukkan bahwa pemberian hadiah (reward) memiliki pengaruh yang 

cukup terhadap minat belajar peserta didik dengan korelasi sebesar 0,53 atau 28,09%, dan hasil uji hipotesis 

menunjukkan pengaruh tersebut signifikan (Miranda et al., 2021). Selain itu, hasil penelitian di SMA 

Taman Mulia menunjukkan bahwa pemberian reward dan punishment oleh guru geografi secara terpisah 
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maupun bersama-sama dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X, di mana reward mendorong 

semangat belajar dan punishment membuat siswa jera serta termotivasi untuk tidak mengulangi kesalahan 

(Rumanti et al., 2024). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian, penyuluhan hukum yang dilaksanakan melalui program Bambang 

Solah oleh Bapas Kelas II Magelang di SMAN 4 Magelang dan Desa Blondo terbukti berkontribusi dalam 

membangun kesadaran hukum peserta melalui pendekatan yang partisipatif, responsif, dan kontekstual. 

Penyuluhan dirancang berdasarkan pemetaan kebutuhan lokal dan disampaikan oleh penyuluh kompeten 

dengan metode yang disesuaikan terhadap karakteristik audiens, baik dari sisi usia, jenjang pendidikan, 

maupun isu sosial setempat. Dimensi SERVQUAL menunjukkan bahwa penyuluhan memiliki keandalan 

dalam prosedur pelaksanaan, daya tanggap tinggi terhadap dinamika peserta, jaminan dari kredibilitas 

penyuluh, empati terhadap keterbatasan peserta, serta didukung oleh bukti fisik seperti media visual dan 

audio. Meskipun penyuluhan dilakukan secara swadaya tanpa anggaran institusional, upaya peningkatan 

kualitas terus dilakukan melalui strategi kreatif seperti pemberian reward, dialog dua arah, dan rencana 

tindak lanjut seperti pembentukan “Duta Bapas” atau relawan hukum desa. Namun demikian, efektivitas 

layanan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu, jumlah peserta yang besar, dan belum 

adanya sistem evaluasi yang menyeluruh, sehingga perlu adanya penguatan pada aspek keberlanjutan, 

evaluasi formal, dan penyesuaian metode terhadap keragaman daya serap peserta agar tujuan pembentukan 

masyarakat sadar hukum dapat tercapai secara optimal. 

Adapun saran dan rekomendasi kegiatan penyuluhan hukum ini mencakup dua aspek utama. 

Pertama, dari segi pelaksanaan, penyuluhan hukum ke depannya perlu dilengkapi dengan mekanisme 

evaluasi yang lebih sistematis dan terdokumentasi. Pihak penyelenggara disarankan untuk menyusun 

prosedur tetap (SOP) yang mencakup evaluasi pasca-kegiatan, tindak lanjut terhadap peserta, serta 

pelaporan dampak jangka panjang terhadap kesadaran hukum. Dukungan anggaran dari instansi maupun 

kerja sama lintas sektor juga perlu diperkuat agar program dapat berjalan berkelanjutan dan tidak hanya 

bergantung pada swadaya individu. Di samping itu, penguatan koordinasi dengan sekolah dan desa menjadi 

penting untuk menyusun jadwal penyuluhan yang strategis dan memastikan materi yang disampaikan selalu 

relevan dengan kebutuhan lokal. Pembentukan Duta Bapas dan relawan masyarakat yang telah dirintis juga 

sebaiknya diformalkan agar menjadi jejaring advokasi hukum yang konsisten dan terstruktur. Kedua, dari 

sisi pengembangan penyuluhan selanjutnya, cakupan lokasi disarankan diperluas ke lebih banyak desa dan 

sekolah guna memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai keberhasilan dan tantangan 

program Bambang Solah. Metode penelitian ke depan dapat menggunakan pendekatan campuran (mixed 

methods) dengan menambahkan instrumen kuantitatif seperti kuesioner kepuasan atau pengukuran 

pengetahuan hukum sebelum dan sesudah penyuluhan. Selain itu, studi longitudinal diperlukan untuk 

mengamati dampak jangka panjang terhadap perilaku hukum peserta. Penelitian lanjutan juga dapat 

mengeksplorasi perspektif pemangku kebijakan dan pihak eksternal seperti orang tua siswa atau tokoh 

masyarakat guna memahami dinamika kolaborasi dan persepsi kebermanfaatan program dari berbagai 

sudut pandang. 
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